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bahwa dalam rangka mempercepat pelakscrnaan Otonomi Bidang
Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan
dukungan Pemerintah Daerah ke arah peningkatan mutu
pendidikanpada semua jenis dan jeqiang pendidikan di Kabupaten
Buru;
bahwa sesuai hasrl studi kelayakan dipandang perlu untuk
memberikan lz;rra Operasional pada Taman Kanak-Kanak (TK)

Negeri As-Syifa DWP Dusun Warnsait Desa Dava. Kecasatan
Waelata;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
poiil huruf a dan huruf b diatas perlu merretapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten
Buru.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 teatang Kesejatrteraan Anak

{Lembaran Ndgara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 31a3h
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun L999
tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Ehrru

dan Kabupaten Matulm Tenggara Barat (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OOO Nomor 174, Tar.bahan Lembaran
Negara Republik Indoaesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang perubahan
atas Undang - undang Nomor 46 tentang pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tengara
Barat fiembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396U;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tatrun 2OO3

tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 43O1);
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2.
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4. Undang-rrndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2AO4

tentang pembentukan peraturan Undang - undang (Lembarart

Negara Republik Indonesia Tahun 2fiO4 Nomor 53, Lembaran
Negara Republik Lrdonesia Nomor a389);

5. Undang-rndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2ffi4
tentang Pemerintatran Daeratr {Lembaran Negara Republik
Jndonesia Tahun 2AA4 Nomor 125, Tambahan Lembaraa Negara

Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah
dengag Undangundang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan
kedua Atas Undang:-r.rndaag Nomor 32 Tahun zA04. tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik hrdonesia
Nomor a84a\

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4438);

7. Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberrtuldran
Peraturan Perundang-undangan flembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 52341;
8. Peraturan Pemerintatr Nomor 19 Tatrun 2OO5 tentang Standar

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Iad.onesia Tahun
2OO5 Nomor 4, Tam.bahan Iembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 44961;

9. Peratura:r Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OOT

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtih lndonesia
Nomor 47371;

LO. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2OO9

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
ll.Peraturan Bupati Buru Nomor O3 Tahun 2OO8 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buru fi.embaran Daerah Kabupaten Buru Ta]run 2OO8

Nomor O3);

l2;Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor O9 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belaria Daerah Kabupaten Buru Tahun
Anggaran 2OL3 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2414
Nomor O3);

13. Peraturan Bupati Buru Nomor 68 Tahua 2013 tentang Penjabarart
Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tatrun
Anggaran 2Ol4 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013
Nomor 68).
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Memberikan Izin Operasional Kepada Taman Kanak-Kanak {TK}
Negeri As-Syifa DWP Dusun Wam.sait Desa Dava Kecamatan
Waelata l(abupaten Buru.
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Memberikan kewenangan Kepada Pengelola untuk mengelolah
'Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri As-Syifa DWP Dusun Wamsait
Desa Dava Kecarnatan Waelata sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
Dalam Pelaksanaannya bertanggungiawab dan melaporkan hasil
kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buru.
segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Buru.
Keputusan ini berlakusurut Tahun Pelajaran 2OOg /2OlO.

Ditetapkan dl: Namlea
Pada Tanesal ;15 Desember 2O14
Kepala Dinas Pendidikan dan

/Kebudayaan Kabupaten Buru fI

Drs A. MIIHADDAR
Pembina Tk.I
Nip. 19570927 198602 1 OO3

Temhtsandtsampaikan KePada Yth :

1. Bupati Buru di Namlea
2. Kepala Dinas Pendidikan Femuda dan Olahraga

Provinsi Malukr: di Ambon
3. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Buru di Namlea

5. Camat Waelata di Basalale
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Waelata di Basalale

7. Arsip


